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KINERJA PERHUTANAN SOSIAL SKEMA HUTAN 

KEMASYARAKATAN DI DESA GIRIMULYO KECAMATAN MARGA 

SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

 

 

Oleh 

 

Rhezandhy Gunawan 

 

 

 Penilaian kinerja Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan dalam 

aspek sosial, ekologi, ekonomi dan kelembagaan penting dilakukan untuk 

tercapainya sistem pengelolaan hutan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kinerja perhutanan sosial skema Hutan Kemasyarakatan dalam aspek 

sosial, ekologi, ekonomi dan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan di Desa 

Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan kunci 

yang ditentukan secara Purpossive sampling menggunakan pendekatan teori Rapid 

Land Tenure Assessment dan Stakeholders mapping. Data yang terkumpul 

dianalisis secara deskriptif kualititatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja 

Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan berdasarkan peran kepentingan 

dan pengaruh pada aspek sosial tergolong tinggi yang dilakukan oleh aktor kunci 

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung (BPDAS 

WASESA dan Gabungan Kelompok Tani Hutan Agromulyo Lestari (Gapoktanhut 

AML), aspek ekologi tergolong tinggi dengan aktor kunci BPDAS WASESA dan 

Gapoktanhut AML, aspek ekonomi tergolong tinggi dengan aktor kunci Koperasi 

Agromulyo Lestari dan Gapoktanhut AML dan aspek kelembagaan tergolong tinggi 

dengan aktor kunci Gapoktanhut AML dan Koperasi Agromulyo Lestari. Kinerja 

stakeholder pada aspek sosial, ekonomi, ekologi dan kelembagaan dapat 

mendukung keberlanjutan Hutan Kemasyarakatan di Desa Girimulyo yang ditandai 

dengan tingkat kinerja berdasarkan peran, kepentingan dan pengaruh stakeholder 

kunci antara lain : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way 

Sekampung, Gapoktanhut Agromulyo Lestari dan Koperasi Agromulyo Lestari 

termasuk dalam kategori tinggi.  

 

Kata Kunci : Kinerja Perhutanan Sosial, Kinerja HKm, Analisis Stakeholders,  

          Register 38 Gunung Balak, Desa Girimulyo 
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ABSTRACT 

 

 

SOCIAL FORESTRY PERFORMANCE OF COMMUNITY FORESTRY 

SCHEME IN GIRIMULYO VILLAGE, MARGA SEKAMPUNG 

DISTRICT, EAST LAMPUNG REGENCY 

 

 

By 

 

Rhezandhy Gunawan 

 

 Assessment of the performance of Social Forestry in the Community 

Forestry scheme in social, ecological, economic and institutional aspects is 

important to achieve a sustainable forest management system. This study aims to 

analyze the performance of social forestry in the Community Forestry scheme in 

social, ecological, economic and institutional aspects of Community Forestry in 

Girimulyo Village. Data collection was conducted through in-depth interviews with 

key informants determined by purposive sampling using the Rapid Land Tenure 

Assessment and Stakeholders mapping theoretical approaches. The collected data 

were analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that the 

performance of Social Forestry in the Community Forestry scheme in the social 

aspect is classified as high, carried out by the key actors of the Way Seputih Way 

Sekampung Watershed Management Center and Forest Farmer Group Agromulyo 

Lestari, the ecological aspect is classified as high with the key actors of the Way 

Seputih Way Sekampung Watershed Management Center and Forest Farmer Group 

Agromulyo Lestari, the economic aspect is classified as high with the key actors of 

the Agromulyo Lestari Cooperative and Forest Farmer Group Agromulyo Lestari 

and the institutional aspect is classified as high with the key actors of Forest Farmer 

Group Agromulyo Lestari and Koperasi Agromulyo Lestari. The performance of 

stakeholders in the social, economic, ecological and institutional aspects can 

support the sustainability of Community Forestry in Girimulyo Village indicated by 

the level of performance of the role, interests and influence of key stakeholders 

including of the : Way Seputih Way Sekampung Watershed Management Center, 

Forest Farmer Group Agromulyo Lestari and Agromulyo Lestari Cooperative, 

which are included in the high category.  

 

Keywords : Social Forestry Performance, HKm Performance, Stakeholder  

       Analysis, 38 Registered Gunung Balak, Girimulyo Village. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 Kawasan hutan di Indonesia menghadapi tekanan dan kendala yang 

menyebabkan deforestasi dan degradasi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. 

Tulisan Forest Watch Indonesia dalam Wahyuni dan Suranto (2021) laju deforestasi 

di Indonesia pada periode 2016- 2017 seluas 0,48 juta hektar degradasi hutan alam 

Indonesia per tahun. Forest Watch Indonesia (2019), mencatat bahwa menemukan 

masih banyak area yang berhutan yang belum terlindungi. Dari seluruh area 

berhutan di Indonesia, Forest Watch Indonesia (FWI) hanya ada kurang lebih 54% 

atau sekitar 44,3 juta hektare yang yang telah mempunyai lembaga pengelola di 

lapangan (FWI, 2019). 

 Tekanan terhadap kawasan hutan hingga kini masih menjadi persoalan 

serius, salah satunya dipengaruhi oleh lemahnya kepastian hukum terkait hak atas 

kawasan hutan serta belum berfungsinya kelembagaan kehutanan secara optimal 

dalam menyelesaikan persoalan di tingkat lapangan (Hidayat, 2015). Kondisi 

tersebut kerap menimbulkan konflik pemanfaatan lahan antara negara dengan 

masyarakat. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik tenurial dilakukan dengan 

pendekatan represif, di mana masyarakat seringkali diposisikan sebagai pelanggar 

hukum (Hidayat, 2022). Penanganan seperti ini tidak hanya memperlebar jarak 

antara negara dan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu munculnya konflik 

baru. Bahkan, konflik vertikal yang semula melibatkan masyarakat dan negara 

seringkali berkembang menjadi konflik horizontal antar masyarakat itu sendiri 

(Susan, 2012). Situasi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam 

tata kelola hutan, dari pendekatan yang bersifat koersif menuju pendekatan 

kolaboratif. Dalam konteks ini, perhutanan sosial hadir sebagai salah satu instrumen 

yang dapat memperkuat hak kelola masyarakat, meningkatkan legitimasi negara di 
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mata warga, sekaligus mendorong terciptanya pengelolaan hutan yang lebih adil, 

inklusif, dan berkelanjutan. 

 Konflik vertikal dan horizontal tersebut biasanya diakibatkan oleh 

kepentingan pribadi ataupun kalangan tertentu (Irwandi dan Chotim, 2017). 

Pertentangan kepentingan antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan di 

tingkat tapak merupakan hal yang sulit untuk dihindari (Saipurrozi, 2018). Tiap 

aktor mempunyai tujuan yang berbeda serta kepentingan yang silih berlawanan 

dengan sumber daya hutan yang ada sehingga bisa berpengaruh dalam menentukan 

arah dan penerapan kebijakan (Maryudi et al., 2016). Penelitian sebelumnya 

sebagaiamana ditulis oleh Gunawan (2022) bahwasanya konflik di Register 38 

UPTD KPH Gunung Balak telah terselesaikan dengan penggunaan unggulan lokal 

yakni alpukat siger dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).  

 Besarnya pengaruh RHL berbasis tumbuhan unggulan lokal yang 

ditimbulkan oleh konflik di atas, hingga membentuk sesuatu fenomena baru dalam 

penyelesaian konflik dikawasan hutan. Fisher et al., (2003) menyebutkan bahwa 

pengelolaan konflik bertujuan menghalangi serta menjauhi kekerasan dengan 

rekayasa sosial yang positif. Penelitian terdahulu di Desa Girimulyo oleh Gunawan 

et al., (2024), menuliskan bahwa RHL partisipatif ialah langkah rekayasa sosial 

dalam penindakan konflik warga dalam mengelola sumberdaya hutan. Sejalan 

dengan pendapat Sulastiyo et al., ( 2016) bahwa RHL merupakan sesuatu penguatan 

modal sosial, resolusi konflik serta rekayasa sosial dalam pengelolaan hutan. Hal 

ini juga diperkuat oleh Yasmi (2013), yang mengungkapkan bahwa konflik pada 

dasarnya cenderung menimbulkan dampak yang merugikan, namun pula bisa 

berakibat positif misalnya bisa menimbulkan aksi kolektif di tingkatan warga serta 

tingkatkan pemahaman hendak kebutuhan untuk memperjelas hak kepemilikan.  

 Keterlibatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berperan penting dalam 

memberikan kepastian terhadap fungsi kawasan hutan serta membuka peluang bagi 

para pihak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya hutan sesuai 

dengan karakteristik yang dimilikinya (Sylviani, 2014). Sebagai unit pengelolaan 

di tingkat tapak, KPH diharapkan mampu menghadirkan solusi strategis terhadap 

berbagai persoalan yang muncul. Hal ini tidak terlepas dari kondisi wilayah kelola 

KPH yang selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sehingga diperlukan 
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penerapan konsep kehutanan masyarakat. Esensi konsep tersebut terletak pada 

dorongan untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan 

sumber daya hutan (Maryudi et al., 2012). 

 Dalam implementasinya melalui kebijakan perhutanan sosial, KPH 

memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola lahan hutan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salah satu implementasi konkret dari skema 

ini ialah Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang dijalankan melalui konsensus antara 

pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan dengan masyarakat 

lokal (Suprapto, 2014). Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial 

juga mengatur dalam bentuk skema HKm. Tujuan HKm dalam PerMENLHK 

tersebut yakni memberdayakan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara 

partisipatif. Sanjaya  (2015) menjelaskan HKm merupakan salah satu upaya 

mengatasi aktivitas masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.  

 Kegiatan masyarakat di wilayah hutan hendaknya diarahkan pada 

penguatan ekonomi melalui hilirisasi program Hutan Kemasyarakatan (HKm), 

terutama dengan memaksimalkan pengolahan hasil hutan (Jauhari et al., 2021). 

Strategi hilirisasi ini diharapkan mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan, 

sebagaimana diatur dalam dokumen kerja sama HKm (Fitriani, 2021). Dalam 

penyusunan perjanjian HKm, aspek kelembagaan seperti skema kerja sama, tata 

aturan, dan ketentuan sanksi harus dirancang secara partisipatif dengan melibatkan 

masyarakat dan pengelola kawasan. Partisipasi aktif ini penting untuk memastikan 

bahwa seluruh pihak memperoleh manfaat yang seimbang serta mendorong 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ekspektasi bersama. Keberlanjutan program 

HKm sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk masyarakat, 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan pemangku kepentingan lainnya, dalam 

menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang telah 

disepakati (Apriananda et al., 2021).   

 Keberlanjutan HKm perlu dilakukan upaya penilaian kinerja kelembagaan. 

Istiqomah et.al (2021) menyebutkan bahwa penelitian kinerja kelembagaan 

perhutanan sosial menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan untuk kemajuan 
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kelembagaan. Kemajuan dan keberlanjutan dari suatu program tidak lepas dari azaz 

pilar pembangunan berkelanjutan (Humanika et al, 2023). Upaya pembangunan 

terdiri 4 pilar pembangunan yakni ekonomi, sosial, lingkungan/ekologi, dan 

kelembagaan (Natalia et al., 2023). Penilaian kinerja perhutanan sosial dalam 

bentuk HKm penting dilakukan agar memastikan sesuai dengan 4 pilar 

pembangunan kehutanan sehingga dapat berkelanjutan. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Kawasan hutan lindung Register 38 UPTD KPH Gunung Balak telah 

didominasi oleh aktivitas masyarakat, dengan sekitar 97% arealnya dialihfungsikan 

menjadi lahan pertanian kering. Kondisi ini terjadi karena akses ke kawasan 

tersebut relatif mudah, sementara sebagian besar masyarakat menggantungkan 

hidupnya pada sumber daya hutan Register 38 UPTD KPH Gunung Balak. 

Aktivitas dan permukiman masyarakat di dalam areal kelola UPTD KPH Gunung 

Balak menimbulkan potensi terjadinya konflik tenurial. 

 Upaya pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan upaya RHL guna 

menjaga hutan dengan menanam pohon telah dilakukan namun menambah konflik 

yang terjadi. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way 

Sekampung (BPDAS WASESA) masuk dengan RHL berbasis tanaman unggulan 

lokal alpukat siger menjadi resolusi konflik yang terjadi dilapangan. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik di kawasan 

Register 38 UPTD KPH Gunung Balak memang relatif telah mereda, tetapi tata 

kelolanya masih jauh dari optimal. Hal ini menunjukkan perlunya suatu model 

pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mampu mengintegrasikan 

kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Di antara berbagai skema perhutanan 

sosial, Hutan Kemasyarakatan (HKm) dinilai paling sesuai karena menempatkan 

masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan, sekaligus tetap berada dalam 

kerangka regulasi kehutanan negara. Skema ini tidak hanya memberikan akses legal 

bagi masyarakat untuk mengelola lahan hutan, tetapi juga berpotensi memperkuat 

keberlanjutan ekologi, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, serta 

meminimalisasi konflik tenurial di kawasan Register 38 UPTD KPH Gunung 

Balak. 
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 Skema perhutanan sosial dalam bentuk HKm yang baik diharapkan dapat 

mengakomodir kepentingan antar stakeholders dan masyarakat. Pengelolaan lahan 

pasca RHL menjadi suatu problem baru. Sebanyak 115 ha lahan RHL yang ditanam 

pada tahun 2020 dan 2021 telah diserahterimakan dari BPDAS WASESA kepada 

KPH Gunung Balak. Peneliti anggap penting hal ini untuk melihat aktor terlibat, 

peran dan kepentingan stakeholders terkait dalam pengelolaan lahan pasca RHL 

tersebut. Penelitian kinerja perhutanan sosial skema hutan di Desa Girimulyo 

Register 38 UPTD KPH  Gunung Balak ini dilakukan untuk melihat siapa saja 

aktor, peran dan kepentingan dan pengaruh seluruh pihak dalam mengelola 

sumberdaya hutan agar tetap berkelanjutan.  

 Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan, maka 

rumusan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kinerja skema perhutanan sosial skema HKm terhadap aspek sosial 

konflik yang terjadi di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH  Gunung Balak? 

2. Bagaimana kinerja skema perhutanan sosial skema HKm dalam aspek 

pengelolaan kawasan hutan yang ada di Desa Girimulyo Register 38 UPTD 

KPH  Gunung Balak? 

3. Bagaimana kinerja skema perhutanan sosial skema  HKm dalam aspek ekonomi 

pengembangan tata kelola usaha yang ada di Desa Girimulyo Register 38 KPH 

Gunung Balak? 

4. Bagaimana kinerja perhutanan sosial skema HKm dalam tata kelola 

kelembagaan HKm di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH  Gunung Balak? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis kinerja skema perhutanan sosial skema HKm terhadap aspek 

sosial konflik yang terjadi di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH  Gunung 

Balak? 

2. Menganalisis kinerja skema perhutanan sosial skema HKm dalam aspek 

pengelolaan kawasan hutan yang ada di Desa Girimulyo Register 38 UPTD 

KPH  Gunung Balak? 
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3. Menganalisis kinerja skema perhutanan sosial skema  HKm dalam aspek 

ekonomi pengembangan tata kelola usaha yang ada di Desa Girimulyo Register 

38 KPH Gunung Balak? 

4. Menganalisis kinerja perhutanan sosial skema HKm dalam tata kelola 

kelembagaan HKm di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH  Gunung Balak? 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis maupun akademis, 

khususnya sebagai dasar rekomendasi kebijakan dalam penerapan perhutanan 

sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Rekomendasi tersebut 

ditujukan bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH), Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kementerian Kehutanan 

Republik Indonesia, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way 

Seputih Way Sekampung, kalangan akademisi, kelompok tani hutan, lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), serta pihak terkait lainnya. Melalui hasil penelitian ini, 

diharapkan para pihak memiliki acuan dalam mengembangkan pola pengelolaan 

sumber daya hutan yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga 

mengedepankan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, serta penyelesaian konflik 

tenurial yang sering muncul di tingkat tapak. 

 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 Register 38 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (UPTD KPH) Gunung Balak saat ini menghadapi persoalan degradasi dan 

deforestasi. Sebagian besar areal hutan di kawasan tersebut telah mengalami 

perambahan oleh masyarakat, sehingga terjadi perubahan fungsi lahan menjadi area 

pertanian, perkebunan, maupun bentuk pemanfaatan lainnya. Menyikapi kondisi 

tersebut, UPTD KPH Gunung Balak menginisiasi pengembangan pola Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) bersama kelompok tani sebagai strategi untuk 

meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus mengurangi konflik tenurial yang 

menjadi salah satu penyebab utama degradasi, deforestasi, dan perambahan. 

 Skema perhutanan sosial melalui HKm diharapkan mampu 

menyeimbangkan kepentingan antara UPTD KPH Gunung Balak dengan 
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masyarakat sebagai penggarap. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan 

partisipasi aktif kedua belah pihak sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

implementasi program. Penelitian mengenai program HKm berbasis masyarakat di 

kawasan ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi aktor yang terlibat, peran, 

kepentingan, serta pengaruh masing-masing pihak dalam pengelolaan sumber daya 

hutan agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Kerangka pemikiran penelitian 

tersebut ditampilkan pada Gambar 1. 

  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

 Desa Girimulyo terletak di wilayah administratif Kecamatan Marga 

Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Secara geografis desa 

ini berada pada koordinat sekitar 5°21′50″S dan 105°39′50″E, dan memiliki kode 

pos 34383. Desa ini tercatat sebagai salah satu unit pemerintahan desa dengan 

struktur dusun dan fasilitas pelayanan dasar yang meliputi sejumlah sekolah dasar 

negeri dan swasta. 

 Sebagaimana wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, Desa Girimulyo 

memiliki pola musim kemarau dan penghujan yang turut memengaruhi sistem dan 

pola pertanian masyarakat setempat. Sebelum adanya kegiatan rehabilitasi hutan 

dan lahan (RHL) yang berbasis tanaman alpukat, pemanfaatan lahan lebih banyak 

difokuskan pada pertanian lahan kering, seperti budidaya singkong, jagung, pepaya, 

serta area permukiman. Dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, 

mayoritas penduduk menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. 

Dalam upaya pembangunan, Desa Girimulyo juga telah memperoleh berbagai 

bentuk bantuan dari pemerintah, baik melalui program proyek fisik maupun 

nonfisik. Dukungan tersebut, yang dilengkapi dengan kontribusi swadaya 

masyarakat, telah mendorong kemajuan desa, terutama dalam penyediaan 

infrastruktur seperti jalan, fasilitas pendidikan, sumur bor, sistem pertanian dan 

perkebunan, aliran listrik (PLN), sarana ibadah, dan lain sebagainya. 

 Ketimpangan dalam distribusi sumber daya hutan, terutama dalam hal akses 

dan penguasaan aset, telah mendorong pemanfaatan hutan yang melampaui 

kapasitas daya dukungnya. Sebagian besar kawasan hutan saat ini berada dalam 

tekanan akibat tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat sekitar yang pada 

umumnya mengalami keterbatasan akses terhadap tanah produktif. Rendahnya 
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kualitas sumber daya manusia serta minimnya keberadaan industri manufaktur di 

wilayah tersebut turut membatasi peluang kerja dan pengembangan usaha. 

Akibatnya, tidak semua tenaga kerja dapat terserap ke dalam sektor formal. Menjadi 

petani dipandang sebagai pilihan yang paling memungkinkan karena bersifat 

realistis dan kompromis, namun sayangnya tidak diimbangi dengan kepemilikan 

lahan yang memadai. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk membuka kawasan 

hutan secara ilegal sebagai bentuk adaptasi ekonomi, baik untuk keperluan tanaman 

kehutanan, perkebunan, maupun pertanian. 

 Situasi tersebut menjadi salah satu pemicu utama timbulnya konflik. 

Konflik sendiri merupakan perbedaan persepsi atau pandangan. Menurut Walker 

dan Daniels sebagaimana dikutip dalam Wulan et al. (2004), konflik dipandang 

sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat dianalisis melalui berbagai perspektif. 

Dalam konteks Hutan Lindung Register 38, konflik tercermin dari adanya 

perbedaan cara pandang antara masyarakat di sekitar Gunung Balak dengan pihak 

pemerintah terhadap kawasan tersebut. Konflik ini bahkan telah merambah ranah 

publik dalam bentuk demonstrasi, pengajuan gugatan, serta berbagai aksi protes 

terhadap pemerintah. 

 Dampak dari konflik tersebut sangat jelas terlihat pada kondisi hutan yang 

semakin terdegradasi dan meningkatnya luas lahan kritis. Upaya pemerintah dalam 

melakukan penghijauan sejauh ini tidak sepadan dengan ti ngkat kerusakan akibat 

deforestasi dan degradasi lahan. Penegakan hukum terhadap aktivitas pertanian dan 

pembukaan lahan di kawasan hutan justru memicu konflik agraria dengan tingkat 

eskalasi yang semakin tinggi. Salah satu kawasan yang mengalami sengketa 

berkepanjangan adalah Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak. Kerusakan 

hutan di kawasan ini menurut data statistik sangat signifikan, di mana dari total luas 

awal sekitar ±22.292 hektare, hanya sekitar ±10% yang masih memiliki tutupan 

hutan (BPDAS WASESA, 2022). 

 Secara administratif, kawasan Gunung Balak berada dalam cakupan 

wilayah empat kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, yaitu Kecamatan Way 

Jepara, Sukadana, Labuhan Maringgai, dan Jabung. Kawasan ini telah ditetapkan 

sebagai Hutan Lindung Register 38 berdasarkan Besluit Residen No. 664 tahun 

1935, dengan luas wilayah mencapai 19.680 hektare. Permasalahan yang terjadi di 
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wilayah Register 38 Gunung Balak bukanlah fenomena baru, karena isu 

perambahan hutan di kawasan ini telah menjadi perhatian nasional sejak sebelum 

era reformasi. Aktivitas pembukaan hutan pertama kali tercatat pada tahun 1965 

seluas 1.200 hektare, yang dilakukan oleh delapan tokoh lokal dari Barisan Tani 

Indonesia (BTI). 

 Konflik yang terjadi pada masa itu bahkan melibatkan unsur militer, yang 

menyebabkan dua tokoh pembukaan hutan, yakni Midjo dan Murdjito, meninggal 

dunia. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak terlibat dalam gerakan 

G30S/PKI tetap diberikan izin untuk menggarap lahan yang telah ditebangi, namun 

tidak diperbolehkan melakukan penebangan lanjutan atau membuka hutan baru. 

Dalam perjalanannya, wilayah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang 

signifikan akibat terus berdatangannya warga baru dan pembentukan permukiman. 

Hingga tahun 1971, jumlah penduduk di kawasan tersebut tercatat telah melebihi 

12.000 jiwa (BPDAS WASESA, 2022). 

Tabel 1. Sejarah konflik pengelolaan Hutan Lindung Gunung Balak 

No. Tahun Kronologi 

1. 1935 Penetapan 19. 680 hektar hutan lindung di kawasan register 

38 KPH Gunung Balak atas keputusan Besluit Presiden 

Nomor 664 pada tahun 1935.  

2. 1965 Sejumlah tokoh Barisan Tani Indonesia (BTI) membuka 

lahan hutan seluas ±1.200 hektar. Setelah para tokoh 

tersebut ditangkap, masyarakat yang tidak terlibat masih 

diperkenankan menggarap lahan yang sudah terbuka, 

namun dilarang melakukan penebangan baru. 

3. 1971 Pembukaan perkampungan memicu arus migrasi 

penduduk, sehingga jumlah penduduk di kawasan ini 

mencapai lebih dari 12.000 jiwa. Pada tahun yang sama, 

pemerintah mengeluarkan perintah pengosongan hutan 

untuk mendukung program pengembangan daerah 

tangkapan air (catchment area) Danau Way Jepara.  

4. 1972 Program pengosongan kawasan menimbulkan ketegangan 

dan bentrokan yang berlangsung hingga bulan Mei 1972. 

5. 1974 Gubernur Lampung menerbitkan SK Nomor 

G/85/D.I/HK/74 tentang pembentukan Kecamatan 

Perwakilan Gunung Balak yang terdiri dari satu desa 

definitif (Bandar Agung) dan 12 desa persiapan. Kemudian, 

SK Nomor G/88/D.I/HK/1974 menetapkan sekitar 11.500 

hektar wilayah hulu Danau Way Jepara sebagai catchment 
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area, dengan 7.000 hektar di antaranya berada dalam hutan 

lindung Register 38. 

6. 1976 Melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung pada tahun 

1976 yang menetpakan 12.113 hektar penambahan 

perluasan tangkapan air Way Jepara.  

Luas catchment area Way Jepara kembali diperluas menjadi 

12.113 hektar melalui SK Gubernur.  

7. 1984 Pada 25 Oktober 1984, Menteri Kehutanan menerbitkan SK 

No. 213/KPTS-VII/84 yang memperluas kawasan Hutan 

Lindung Gunung Balak dari semula 19.680 hektar menjadi 

24.248,30 hektar. Seiring dengan kebijakan tersebut, 

dilaksanakan pula program reboisasi, baik melalui kegiatan 

ABRI Manunggal Reboisasi (AMR) maupun proyek 

swakelola instansi kehutanan, dengan jenis tanaman utama 

berupa sonokeling. 

8. 1998 Aksi demonstrasi besar-besaran oleh warga yang menuntut 

atas penetapan catcment area danau Way Jepara 

dikembalikan kepada masyarakat pada 26-27 Agustus 

1998. Pemerintah kemudian membentuk “Tim 13” yang 

beranggotakan pejabat daerah dan perwakilan Dewan 

Rakyat Lampung (DRL) untuk mencari solusi penyelesaian 

konflik. 

9. 1999 Kesepakatan Tim 13 pada Januari 1999 ditujukan untuk 

merespons tuntutan masyarakat melalui rencana 

pengeluaran desa-desa dari kawasan hutan. Akan tetapi, 

implementasi kesepakatan tersebut tidak terlaksana, 

sehingga masyarakat tetap menempati wilayah hutan dan 

terus memperjuangkan perubahan status kawasan. 

10. 2017 Masyarakat melakukan unjuk rasa kembali pada 28 Januari 

2017 dengan tuntutan pelepasan kawasan hutan lindung 

register 38 yang telah di duduki masyarakat dari 1998.  

11. 2020 Pendekatan personal dengan mengajak masyarakat untuk 

menanam tanaman alpukat siger dikawasan hutan lindung 

register 38 Gunung Balak yang dipelopori oleh ketua 

BPDAS Way Seputih–Way Sekampung (WASESA) dan 

akhirnya diterima oleh masyarakat.  

12.  2021  Terbentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Agromulyo 

Lestari di Desa Girimulyo sebagai kelembagaan Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) dalam kerangka perhutanan sosial.  

 Sumber : BPDAS WASESA tahun 2022 
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B. Register 38 UPTD KPH Gunung Balak 

 Secara geografis, wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Gunung Balak terletak pada koordinat 105°30'0" 

hingga 106°0'0" Bujur Timur dan 5°0'0" hingga 5°30'0" Lintang Selatan. Register 

38 Gunung Balak memiliki rekam jejak historis dan status hukum yang jelas 

sebagai kawasan hutan lindung sejak masa kolonial, yang kemudian mengalami 

perubahan administratif pada dekade 1980-an. Penetapan awal kawasan ini 

didasarkan pada keputusan kolonial (Besluit Residen 1935) dengan luas awal 

sekitar 19.680 hektar, dan kemudian mengalami perluasan melalui Keputusan 

Menteri Kehutanan No. 213/KPTS-VII/84 pada 25 Oktober 1984 menjadi 

24.248,30 hektar, sehingga mempertegas status hukumnya sebagai hutan lindung. 

Perubahan-perubahan hukum dan administratif tersebut menjadi kerangka penting 

untuk memahami dinamika tata kelola dan konflik yang berlangsung di wilayah ini.  

 Kawasan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor SK.617/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 Desember 2015, dengan total luas 

pengelolaan sekitar ±24.285 hektare. Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan 

Jangka Panjang (RPHJP) UPTD KPH Gunung Balak tahun 2016–2025, cakupan 

areal terdiri dari: Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak seluas ±22.292,5 

hektare (berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.72/Menhut-II/2000), Cagar 

Alam Mangrove Register 15 Muara Sekampung seluas ±1.349,2 hektare, dan Cagar 

Alam Rawa Selapan seluas ±405,1 hektare (keduanya mengacu pada SK Menhut 

No. SK.256/Kpts-II/2000), sehingga total luas keseluruhan kawasan mencapai 

±24.046,8 hektare 

 Mayoritas penduduk di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Gunung Balak menggantungkan penghidupan 

mereka pada sektor pertanian, budidaya tanaman dan ikan, pekerjaan sebagai 

tukang kebun, jasa transportasi, pegawai negeri, pekerja industri rumah tangga, 

serta aktivitas perdagangan. Jenis pekerjaan yang paling dominan adalah petani 

lahan kering dan pekebun, yang mencakup sekitar 85% dari total populasi. 

Berdasarkan hasil inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya (sosekbud) yang 

dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar 
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Lampung pada empat titik pengambilan sampel di desa-desa sekitar wilayah 

pengelolaan UPTD KPH Gunung Balak.  

 Mayoritas penduduk di wilayah administrasi UPTD KPH Gunung Balak 

menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, terutama pada 

budidaya padi dan singkong. Selain itu, aktivitas pertanian juga mencakup 

komoditas perkebunan seperti sawit, kopi, karet dan kakao. Keberadaan jaringan 

infrastruktur jalan dan akses komunikasi yang menghubungkan desa-desa di 

sekitarnya berkontribusi positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi dan 

dinamika sosial masyarakat. Sebagian besar akses jalan antardesa sudah beraspal, 

meskipun masih terdapat sejumlah jalan yang hanya berbatu atau belum diaspal. 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik pertanian dan pengelolaan hutan 

rakyat di desa model, masyarakat umumnya mengelola lahan hutan dengan 

menanam komoditas utama seperti kakao, karet, dan kopi. Rata-rata kepemilikan 

atau penguasaan lahan oleh masyarakat adalah sekitar 1 hingga 2 hektare lahan 

subur yang terletak di kawasan hutan. Lahan-lahan ini pada umumnya telah 

dimanfaatkan secara turun-temurun, yang diawali oleh pembukaan lahan oleh 

nenek moyang mereka. Selain masyarakat lokal, terdapat pula komunitas dari luar 

desa yang turut mengelola lahan di kawasan hutan. Mereka biasanya memperoleh 

lahan melalui mekanisme penggantian kerugian atau transaksi dengan masyarakat 

setempat. 

 Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, khususnya di wilayah Hutan 

Lindung Register 38 dan Rawa Selapan yang berada di bawah pengelolaan UPTD 

KPH Gunung Balak, cenderung bersifat kolektif, terutama untuk keperluan 

pertanian,fasilitas umum lainnya. Hingga saat ini, baru satu Gabungan Kelompok 

Tani yang telah memperoleh Surat Keputusan dari Dinas Kehutanan sebagai bentuk 

legalisasi wilayah kelolanya. Di sisi lain, terdapat juga kelompok tani yang masih 

dalam proses pengusulan wilayah kerja, seperti Kelompok Tani Sidomulyo yang 

berlokasi di Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara, dengan cakupan area 

pengelolaan seluas 375 hektare dan jumlah anggota sebanyak 320 kepala keluarga. 

Dari sisi kebijakan penataan ruang, pengelolaan KPH Gunung Balak tetap merujuk 

pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional dan daerah, serta mengikuti 
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ketentuan penggunaan kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Kehutanan sebagai dasar hukum pemanfaatan lahan. 

 Wilayah Hutan Lindung Register 38 yang dikelola oleh UPTD KPH 

Gunung Balak merupakan kawasan penting sebagai daerah tangkapan air bagi 

Bendungan Way Jepara, yang berfungsi sebagai sumber irigasi bagi lahan 

persawahan di sekitarnya. Meskipun kawasan ini secara formal masih tercatat 

sebagai kawasan hutan, sebagian besar arealnya telah ditempati dan dimanfaatkan 

oleh masyarakat. Keberadaan pemukiman, desa definitif, serta fasilitas umum 

seperti sekolah, pasar, rumah ibadah, dan kantor desa menambah kerentanan 

kawasan ini terhadap potensi konflik tenurial. Kondisi serupa juga terlihat pada 

kawasan Rawa Selapan, di mana lahan terbuka banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk kegiatan budidaya tanaman pangan sekunder seperti ubi kayu dan 

jagung, serta untuk komoditas kelapa sawit (RPHJP UPTD KPH Gunung Balak, 

2016–2025). 

 Berdasarkan data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) 

Way Sekampung, luas total kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Timur 

mencapai sekitar 25.289,13 hektare. Dari total tersebut, kondisi lahan 

diklasifikasikan sebagai berikut: sangat kritis seluas 10,73 hektare (0,04%), kritis 

4.370,61 hektare (17,28%), agak kritis 16.014,88 hektare (63,33%), berpotensi 

kritis 3.834,38 hektare (15,16%), dan tidak kritis 1.058,53 hektare (4,19%). 

Tutupan vegetasi di kawasan Register 38 serta Rawa Selapan menunjukkan tingkat 

tekanan yang tinggi, dengan dominasi okupasi lahan oleh komunitas dan 

meningkatnya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Hal ini 

mengindikasikan tingginya laju invasi lahan yang menyebabkan sebagian besar 

pendatang kembali menempati kawasan hutan. 

 Secara umum, kondisi tutupan lahan di Register 38 dan Rawa Selapan 

menunjukkan bahwa sebagian besar area telah beralih fungsi menjadi lahan non-

hutan, seperti lahan pertanian, semak belukar, area terbuka, dan permukiman. Jenis 

tanaman yang umum dijumpai di wilayah ini antara lain singkong, jagung, pisang, 

dan pepaya, yang termasuk dalam kategori tanaman sekunder. Berdasarkan data 

tutupan lahan dalam satuan hektare dan persentase, diketahui distribusinya sebagai 

berikut: semak belukar 69 ha (0,28%), permukiman 1.811 ha (7,46%), tanah 
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terbuka 16 ha (0,07%), perairan 364 ha (1,50%), hutan mangrove sekunder 105 ha 

(0,43%), pertanian lahan kering 2.468 ha (10,16%), pertanian campuran lahan 

kering 2.888 ha (11,89%), sawah 15.824 ha (65,16%), dan tambak 741 ha (3,05%) 

(RPHJP UPTD KPH Gunung Balak, 2016–2025). 

 

 

C. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung 

 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung 

(BPDAS-WASESA) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan 

daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung, yang berada di bawah koordinasi 

dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah 

Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Wilayah kerja BPDAS-WASESA mencakup dua provinsi yakni Lampung dan 

Sumatra Selatan yang dipimpin oleh ketua balai.  

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2007 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai, BPDAS-WASESA memiliki tugas pokok untuk menyusun 

perencanaan, melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, 

serta mengembangkan kelembagaan dan melakukan pengendalian terhadap 

kerusakan sumber daya perairan darat. Selain itu, BPDAS-WASESA juga 

bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan DAS, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor BPDAS-

WASESA berlokasi di Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam, Komplek Kehutanan, 

Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.  

 Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan 

Perhutanan Sosial (RLPS) Nomor SE.02/V-SET/2009 tanggal 28 April 2009 

mengenai penetapan wilayah kerja BPDAS, Balai Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung ditetapkan memiliki cakupan 

wilayah kerja meliputi Provinsi Lampung dan sebagian wilayah Provinsi Sumatera 

Selatan. Dalam konteks pengembangan satuan wilayah, wilayah pengelolaan ini 

dikenal sebagai Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Daerah Aliran Sungai Way 

Seputih Way Sekampung, yang terdiri atas delapan DAS utama yang tersebar di 

seluruh Provinsi Lampung. 
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 Secara geografis, wilayah SWP DAS tersebut terletak antara 103°40’ 

hingga 105°50’ Bujur Timur dan 3°45’ hingga 6°45’ Lintang Selatan. Total luas 

wilayah yang termasuk dalam cakupan SWP ini adalah sekitar 3.802.996 hektare, 

yang terdiri atas 3.316.745 hektare di wilayah Provinsi Lampung dan 486.251 

hektare di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Secara administratif, wilayah SWP 

DAS Way Seputih Way Sekampung memiliki batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera 

Selatan (Palembang), 

b. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Jawa, 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. 

 Peta lokasi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Way Seputih Way Sekampung, yang terdiri atas delapan DAS utama beserta 

sejumlah Sub-DAS di dalamnya, serta batas-batas administratif yang mencakup 

wilayah Provinsi Lampung, dapat dilihat pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja SWP DAS Way Seputih Way Sekampung 
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 Secara umum, Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Way Seputih–Way Sekampung terdiri atas delapan DAS utama. 

Masing-masing DAS terdiri dari sejumlah Sub-DAS dan meliputi wilayah 

administratif pemerintahan di Provinsi Lampung serta sebagian wilayah Provinsi 

Sumatera Selatan.  

 Struktur organisasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) 

mencerminkan adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara 

sistematis melalui empat seksi atau unit kerja. Pembagian ini menunjukkan adanya 

relasi fungsional dan ketergantungan antarunit kerja, yang secara keseluruhan 

mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas lembaga. Dalam struktur 

organisasi BPDAS Way Seputih–Way Sekampung, susunan organisasi terdiri atas 

Kepala Balai, empat seksi/unit kerja utama, serta kelompok jabatan fungsional. 

Visualisasi hubungan antarunit tersebut disajikan dalam bentuk bagan organisasi 

yang dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi BPDAS WASESA. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi 
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dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), lembaga ini 

dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan 

BPDAS terdiri atas sejumlah jabatan yang dikelompokkan berdasarkan bidang 

keahlian masing-masing, dengan penunjukan langsung oleh Kepala Balai. 

 Kepala Balai dan Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tanggung jawab 

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-

masing, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu, mereka diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi, baik dalam lingkup internal organisasi maupun dengan instansi 

eksternal sesuai bidang tugasnya. Kepala Balai juga bertugas mengawasi 

pelaksanaan pekerjaan di tingkat bawahannya, mengambil tindakan korektif apabila 

ditemukan penyimpangan, serta memberikan arahan dan bimbingan untuk 

memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja di 

bawah koordinasinya. 

 

1. Seksi Program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung 

 Seksi ini bertanggung jawab dalam penyusunan program pengelolaan 

daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung. Tugas utamanya meliputi penyiapan 

bahan untuk penyusunan program, perencanaan teknik rehabilitasi hutan dan lahan 

(RHL), serta konservasi tanah dan air. Selain itu, seksi ini juga bertugas melakukan 

inventarisasi serta identifikasi potensi dan tingkat kerusakan DAS, serta 

mengembangkan model-model pengelolaan DAS dan hutan lindung yang dapat 

direplikasi. Struktur internal seksi terdiri atas Kepala Seksi Program DAS dan HL 

serta beberapa staf teknis pendukung. 

2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

 Peran utama Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah menyiapkan 

instrumen teknis bagi program rehabilitasi, khususnya yang berhubungan dengan 

konservasi tanah dan air. Selain itu, unit ini berwenang melakukan pengawasan dan 

evaluasi atas reklamasi hutan, mitigasi kerusakan perairan darat, serta pengelolaan 

fungsi hutan lindung. Dalam menjalankan perannya, diperlukan dukungan data 

spasial dan tematik terkait kondisi lahan kritis. Data tersebut menjadi dasar dalam 
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penentuan skala prioritas rehabilitasi dengan mempertimbangkan variabel seperti 

penutupan lahan, kemiringan lereng, dan potensi erosi. 

3. Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung 

 Seksi ini bertugas menyiapkan bahan untuk pengembangan model 

kelembagaan pengelolaan DAS, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara 

berkala terhadap pengelolaan DAS dan hutan lindung. Seksi ini juga bertanggung 

jawab dalam pengumpulan dan penyajian informasi terkait pengelolaan DAS. Salah 

satu pendekatan evaluatif adalah pembentukan model kelembagaan partisipatif atau 

independen yang berperan dalam merumuskan solusi atas permasalahan DAS 

secara kolaboratif. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek, 

seperti kondisi tutupan lahan, pengelolaan tata air, dimensi sosial, dan tata ruang 

wilayah. 

4. Subbagian Tata Usaha 

 Subbagian Tata Usaha memiliki tugas administratif yang mencakup 

pengelolaan kepegawaian (seperti presensi dan administrasi perjalanan dinas), 

keuangan, persuratan, perlengkapan, serta rumah tangga balai. Selain itu, unit ini 

juga berperan sebagai pusat layanan informasi internal pegawai dan bertanggung 

jawab dalam koordinasi penyusunan rencana kerja, evaluasi program dan anggaran, 

serta pelaporan kegiatan lembaga secara keseluruhan. 

 

 

D. Analisis Stakeholder 

 Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Freeman 

(1984), yang mendefinisikannya sebagai individu atau kelompok yang memiliki 

kemampuan untuk memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan 

organisasi. Dalam konteks manajemen proyek maupun kebijakan publik, 

stakeholder mencakup seluruh pihak yang memiliki kepentingan baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang dijalankan oleh suatu organisasi. 

 Analisis stakeholder merupakan pendekatan sistematis yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menilai peran, kepentingan, serta tingkat 

pengaruh para pemangku kepentingan dalam sebuah proyek atau kebijakan. Tujuan 

dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi 
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pengambil keputusan terhadap dinamika sosial dan politik yang mengelilingi 

proyek, sehingga dapat dirumuskan strategi komunikasi dan pelibatan yang tepat 

(Brugha dan Varvasovszky, 2000). Lebih lanjut, menurut Reed et al. (2009), 

penerapan analisis stakeholder dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan 

keputusan serta hasil akhir proyek, dengan memastikan bahwa pandangan dan 

aspirasi stakeholder yang relevan telah diperhitungkan sejak tahap awal 

perencanaan. 

 Adapun tujuan utama dari analisis stakeholder meliputi: 

a. Mengidentifikasi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek atau 

kebijakan; 

b. Menilai tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder; 

c. Mengantisipasi potensi konflik atau dukungan yang mungkin muncul; 

d. Menyusun strategi komunikasi dan pelibatan yang tepat agar proses 

implementasi berjalan lebih efektif dan inklusif (Markholders, 2013; Bryson, 

2004). 

 Tahapan Analisis Stakeholder dalam implementasi proyek atau kebijakan 

publik, proses analisis stakeholder dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang 

bersifat sistematis. Tahapan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif 

siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana strategi pelibatan yang tepat dapat 

dirancang. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Stakeholder 

 Tahap awal ini bertujuan untuk mengenali seluruh individu, kelompok, atau 

institusi yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

terhadap proyek atau kebijakan. Proses identifikasi ini penting untuk memastikan 

bahwa tidak ada pihak penting yang terlewatkan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Klasifikasi Stakeholder 

 Setelah stakeholder teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah 

mengelompokkannya berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat pengaruh 

(power) dan kepentingan (interest). Pengelompokan ini membantu dalam 

menentukan prioritas keterlibatan dan strategi manajemen yang sesuai bagi masing-

masing stakeholder. 
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3. Pemetaan Stakeholder 

 Klasifikasi stakeholder kemudian divisualisasikan melalui alat bantu 

analisis, seperti Power/Interest Grid yang dikembangkan oleh Eden dan Ackermann 

(1998). Peta ini menggambarkan posisi masing-masing stakeholder dalam kuadran 

berdasarkan kombinasi tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap proyek, 

sehingga memudahkan dalam perumusan strategi manajemen yang berbeda untuk 

tiap kelompok. 

4. Perencanaan Strategi Keterlibatan 

 Berdasarkan hasil pemetaan, strategi komunikasi dan pelibatan stakeholder 

disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan posisi masing-masing pihak. 

Strategi ini mencakup pendekatan partisipatif, intensitas komunikasi, serta 

mekanisme pelibatan dalam setiap tahapan proyek guna menciptakan sinergi, 

mencegah konflik, dan memperkuat dukungan. 

 Menurut Ackermann dan Eden (2011), pemetaan stakeholder berperan 

penting dalam membantu organisasi untuk memvisualisasikan hubungan antar 

aktor serta menetapkan prioritas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam 

praktiknya, analisis stakeholder menjadi instrumen yang sangat diperlukan di 

berbagai bidang, seperti manajemen proyek, kebijakan publik, pembangunan 

berkelanjutan, hingga tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility). Dengan memahami siapa saja yang terdampak atau memiliki 

pengaruh terhadap suatu proyek, organisasi dapat merancang intervensi yang lebih 

inklusif, responsif, dan berkelanjutan (Varvasovszky dan Brugha, 2000). 

 Sektor lingkungan hidup dan kehutanan merupakan bidang yang sarat 

dengan kompleksitas aktor dan kepentingan, mencakup aspek pelestarian 

ekosistem, pembangunan ekonomi, perlindungan hak masyarakat adat, serta 

pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu, analisis stakeholder menjadi alat 

strategis untuk memahami dinamika kepentingan antar pihak, sekaligus 

membangun kolaborasi yang konstruktif dalam pengelolaan sumber daya alam. 

 Dalam konteks ini, Grimble dan Wellard (1997) menekankan bahwa 

analisis stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk 

mengidentifikasi kepentingan, posisi, serta tingkat kekuasaan dari pihak-pihak yang 

terlibat maupun terdampak dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini 
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menjadi krusial untuk menjamin bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak 

mengabaikan atau merugikan kelompok tertentu, khususnya pihak-pihak yang 

rentan seperti masyarakat adat, petani kecil, atau komunitas lokal yang 

menggantungkan hidup pada sumber daya alam. 

 Stakeholder dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan umumnya dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama berdasarkan peran, 

kepentingan, dan tingkat keterlibatannya dalam pengelolaan sumber daya alam.  

Kategori stakeholder tersebut meliputi: 

1. Pemerintah (pusat dan daerah):  

 Merupakan aktor utama dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan regulasi, 

pengawasan, serta penegakan hukum di bidang kehutanan dan konservasi 

lingkungan. 

2. Masyarakat lokal dan masyarakat adat:  

 Kelompok ini secara langsung bergantung pada sumber daya hutan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pangan, air, kayu bakar, dan 

obat-obatan tradisional. Mereka juga sering kali memiliki kearifan lokal dalam 

mengelola dan menjaga kelestarian hutan. 

3. Organisasi non-pemerintah (NGO) dan aktivis lingkungan:  

 Berperan dalam advokasi, pengawasan independen, serta penyadartahuan 

publik terkait isu-isu lingkungan dan konservasi. Mereka sering kali menjadi 

jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. 

4. Perusahaan atau korporasi:  

 Termasuk pelaku industri kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan 

sektor lainnya yang memanfaatkan sumber daya alam. Mereka memiliki 

kepentingan ekonomi yang besar dan kerap menjadi subjek pengawasan dalam 

konteks keberlanjutan. 

5. Akademisi dan peneliti:  

 Berkontribusi dalam penyediaan data ilmiah, analisis kebijakan, dan inovasi 

teknologi yang mendukung pengelolaan lingkungan berbasis pengetahuan. 

6. Donor internasional dan organisasi multilateral:  
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 Seperti World Bank, FAO, UNDP, dan lembaga lainnya yang memberikan 

dukungan finansial maupun teknis untuk program konservasi, adaptasi 

perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan. 

 Klasifikasi tersebut menggambarkan keragaman kepentingan dan peran 

yang harus dipertimbangkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

kehutanan dan lingkungan (Murdiyarso dan Lebel, 2007; Wollenberg et al., 2005).  

 Dalam sektor kehutanan, analisis stakeholder umumnya menggunakan 

kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai peran, pengaruh, dan kepentingan berbagai pihak yang 

terlibat. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain: 

1. Power/Interest Grid   

Merupakan alat visual yang mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat 

kekuasaan (power) dan kepentingan (interest) mereka terhadap suatu proyek 

kehutanan. Stakeholder yang memiliki kekuasaan dan kepentingan tinggi 

biasanya menjadi aktor kunci yang perlu dilibatkan secara intensif dalam 

seluruh tahapan pengambilan keputusan. 

 

2. Influence/Importance Matrix   

Matriks ini digunakan untuk memprioritaskan stakeholder berdasarkan tingkat 

pengaruh mereka terhadap keberhasilan proyek dan pentingnya mereka dalam 

proses pengambilan keputusan. Metode ini membantu manajer proyek untuk 

menyusun strategi komunikasi dan keterlibatan yang lebih terfokus dan efektif 

(Reed et al., 2009). 

3. Participatory Rural Appraisal (PRA)   

Merupakan pendekatan partisipatif yang digunakan secara luas dalam konteks 

pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam melibatkan masyarakat lokal 

dalam pemetaan sosial, identifikasi kebutuhan, serta evaluasi dampak proyek. 

PRA memungkinkan eksplorasi nilai-nilai lokal, persepsi, serta praktik-praktik 

kearifan lokal secara langsung dari masyarakat. 

4. Strategi pelibatan berdasarkan kekuasaan dan kepentingan  

Stakeholder dengan kekuasaan tinggi dan kepentingan tinggi, seperti 

pemerintah dan perusahaan besar, perlu dilibatkan secara aktif dalam proses 
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perencanaan dan implementasi proyek kehutanan. Sementara itu, stakeholder 

dengan kekuasaan rendah namun kepentingan tinggi, seperti masyarakat adat 

dan petani kecil, perlu diberdayakan dan difasilitasi agar partisipasi mereka 

bermakna dan tidak tersisihkan dalam proses pengambilan keputusan (Wells, 

Guggenheim, Khan, dan Wardojo, 1999).  

 Dalam praktiknya, analisis stakeholder di sektor kehutanan menghadapi 

berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas proses dan implementasi 

kebijakan. Beberapa tantangan utama yang sering muncul antara lain: 

1. Ketimpangan kekuasaan antara masyarakat lokal dengan aktor negara atau 

korporasi, yang dapat menyebabkan dominasi suara kelompok tertentu dan 

marginalisasi kepentingan komunitas lokal. 

2. Konflik kepentingan antara tujuan konservasi sumber daya alam dan 

kepentingan eksploitasi ekonomi, seperti kegiatan industri kehutanan, 

perkebunan, atau pertambangan. 

3. Kurangnya keterbukaan informasi serta lemahnya partisipasi masyarakat, 

terutama kelompok rentan, dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sering 

kali disebabkan oleh rendahnya akses terhadap informasi, kurangnya kapasitas, 

atau keterbatasan ruang partisipatif. 

4. Kompleksitas dan dinamika hubungan antar stakeholder yang berubah seiring 

waktu akibat faktor politik, ekonomi, sosial, atau lingkungan, sehingga 

menuntut pendekatan analisis yang adaptif. 

 Mengingat dinamika tersebut, analisis stakeholder perlu dilakukan secara 

iteratif dan partisipatif, agar mampu menangkap perubahan sosial-politik yang 

terjadi di lapangan serta menyesuaikan strategi pengelolaan sesuai konteks aktual 

(Colfer, 2005). 

 

 

E. Analisis Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) 

 Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) merupakan metode penilaian cepat 

yang digunakan untuk memetakan status serta permasalahan tenurial lahan secara 

partisipatif. Metode ini dikembangkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 

dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebagai respons terhadap kebutuhan akan 
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pendekatan pemetaan konflik tenurial yang efisien, terjangkau, dan berbasis pada 

keterlibatan langsung masyarakat (Safitri et al., 2011; LEI dan KPA, 2013). 

Metode RaTA bertujuan untuk :  

 Mengidentifikasi hak kepemilikan dan klaim atas lahan dari berbagai pihak; 

 Mendeteksi keberadaan dan potensi konflik tenurial yang sedang atau dapat 

terjadi; 

 Menyediakan informasi spasial dan sosial yang akurat sebagai dasar perumusan 

kebijakan tenurial; 

 Mendorong proses penyelesaian konflik berbasis bukti (evidence-based) dan 

partisipatif. 

 Dengan pendekatan yang inklusif dan kontekstual, RaTA menjadi alat yang 

relevan dalam mendukung reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang 

adil dan berkelanjutan.  

 Menurut Safitri et al. (2011), pelaksanaan metode Rapid Land Tenure 

Assessment (RaTA) dilakukan melalui beberapa tahapan utama sebagai berikut: 

1. Identifikasi wilayah dan pelibatan masyarakat  

Tahap awal ini mencakup penentuan lokasi pemetaan dan pembangunan 

kemitraan dengan komunitas lokal, untuk memastikan keterlibatan yang 

inklusif dan representatif. 

2. Pengumpulan data lapangan 

Data dikumpulkan secara partisipatif melalui teknik wawancara mendalam, 

diskusi kelompok terfokus (focus group discussions), transek, serta pemetaan 

partisipatif oleh masyarakat. 

3. Pemetaan spasial konflik dan klaim tenurial 

Menggunakan media seperti peta sketsa, GPS, atau citra satelit, untuk 

menggambarkan klaim atas lahan dan titik-titik konflik secara spasial. 

4. Analisis konflik dan status tenurial 

Melibatkan klasifikasi konflik berdasarkan tingkat intensitas, aktor yang 

terlibat, dan akar permasalahan. Analisis ini memberikan gambaran mengenai 

kompleksitas relasi tenurial di wilayah tersebut. 

5. Penyusunan rekomendasi penyelesaian konflik 
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Berdasarkan temuan lapangan, dirumuskan rekomendasi yang dapat berupa 

negosiasi lokal, mediasi, atau advokasi kebijakan kepada pemangku 

kepentingan terkait. 

 RaTA bersifat fleksibel dan kontekstual, serta sangat mengandalkan 

keterlibatan langsung masyarakat agar hasilnya mencerminkan kondisi sosial dan 

tenurial secara akurat di lapangan (Safitri et al., 2011). Kelebihan Metode RaTA 

dibandingkan dengan pendekatan konvensional, metode RaTA memiliki sejumlah 

keunggulan, antara lain: 

 Proses pelaksanaan yang cepat dan biaya rendah. 

 Bersifat partisipatif dan berbasis komunitas, sehingga meningkatkan legitimasi 

hasil. 

 Mampu menghasilkan data spasial dan sosial secara simultan. 

 Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat terkait hak-hak tenurial 

mereka. 

 Menurut Fitri (2014), metode ini terbukti efektif dalam mendukung program 

Perhutanan Sosial dan penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan, karena 

mampu mengungkap relasi tenurial yang kompleks yang sering kali tidak tercermin 

dalam data formal milik negara. Senada dengan itu, Di Gregorio et al. (2008) 

menegaskan bahwa pendekatan berbasis bukti lapangan seperti RaTA dapat 

memperkuat prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam serta 

mendorong resolusi konflik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.  

 

 

F. Konflik Tenurial Kehutanan 

 Perselisihan mengenai penguasaan tanah maupun sumber daya alam dapat 

dikategorikan sebagai konflik kepemilikan (Sylviani dan Hakim, 2014). Dalam 

konteks lebih luas, Kartodihardjo (2014) menguraikan bahwa konflik atas sumber 

daya alam muncul akibat semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya, sementara 

dorongan untuk memanfaatkannya tetap tinggi atau mengalami peningkatan.

 Menurut Safitri et al. (2011), konflik atas kepemilikan tanah berakar pada 

perbedaan persepsi dan interpretasi hak antara komunitas lokal dan otoritas 

pengelola hutan. Konflik ini, sebagaimana diuraikan oleh Dassir (2008), biasanya 

terkait dengan klaim masyarakat terhadap lahan di kawasan hutan yang 
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dimanfaatkan untuk keperluan pemukiman, infrastruktur, pertanian, dan 

perkebunan, yang tidak sejalan dengan klaim hukum dari lembaga pengelola 

kawasan. 

 Konflik pengelolaan hutan, sebagaimana dijelaskan oleh Fuad dan 

Maskanah (2000), berakar pada keterbatasan sumber daya yang tidak sebanding 

dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Dinamika ini diperkuat oleh 

pertumbuhan jumlah penduduk yang menciptakan manfaat dan tuntutan berlapis 

terhadap hutan, sehingga mendorong perubahan multidimensi baik sosial, budaya, 

ekologi, ekonomi, hukum, maupun politik serta menghasilkan bentuk-bentuk 

pemanfaatan baru atas sumber daya hutan. 

 Konflik yang terjadi di kawasan hutan mencakup berbagai bentuk, mulai 

dari perambahan dan perselisihan lahan hingga konflik batas wilayah serta aktivitas 

penebangan tanpa izin (Fisher et al., 2017). Menurut Maring (2013), sengketa atas 

kawasan hutan seringkali menjadi refleksi ketegangan antara legitimasi negara 

sebagai pengelola dan resistensi masyarakat yang merasa dirugikan. Kompleksitas 

konflik semakin meningkat karena melibatkan sejumlah pihak dengan kepentingan 

berbeda, seperti pemerintah, warga, perusahaan swasta, maupun lembaga 

nonpemerintah. 

 Setiap aktor memiliki kepentingan spesifik: pemerintah berorientasi pada 

pelestarian hutan sebagai aset nasional dan pengendalian tata kelola; masyarakat 

lokal berupaya memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial melalui akses langsung 

terhadap lahan dan sumber daya hutan; sektor bisnis mengejar keuntungan dari 

pemanfaatan komersial kawasan hutan; sedangkan LSM berfokus pada advokasi 

hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. 

 Fuad dan Maskanah (2000) mengklasifikasikan sengketa berdasarkan 

tingkat keterbukaannya, yakni konflik potensial (tertutup), konflik yang mulai 

muncul (emerging), dan konflik terbuka (manifest). Bentuk konflik juga dapat 

dilihat dari arahnya, baik vertikal—antara masyarakat dengan negara—maupun 

horizontal, yaitu antar kelompok masyarakat. Sementara itu, Lasmi (2015) 

membagi sengketa kepemilikan kawasan hutan menurut aktor yang terlibat, 

misalnya antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pihak swasta, 
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antar pemegang izin pengelolaan, antar komunitas, maupun antar lembaga 

pemerintah. 

 Menurut Safitri et al. (2011), konflik dalam kawasan hutan dapat dibedakan 

menurut pihak yang bersengketa. Kategori tersebut mencakup:  

1. Masyarakat adat berhadapan dengan Kementerian Kehutanan,  

2. Pemerintah daerah dan kota berselisih dengan dinas kehutanan serta BPN,  

3. Masyarakat pendatang berkonflik dengan Kementerian Kehutanan dan BPN,  

4. Petani desa maupun pendatang berselisih dengan Kementerian Kehutanan dan 

pemerintah daerah, 

5. Konflik antara agen pertanahan, kelompok petani, dan pemerintah.  

 Kategori-kategori ini menunjukkan bahwa konflik kehutanan tidak hanya 

bersifat lokal, tetapi juga melibatkan dinamika antar lembaga pemerintah dan 

kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial yang berbeda. 

 Lebih lanjut, Dassir (2008) menekankan bahwa konflik di kawasan hutan 

dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal terjadi di antara 

masyarakat itu sendiri, misalnya melalui klaim pewarisan dan pengelolaan hutan 

yang tumpang tindih. Sementara itu, konflik vertikal muncul antara masyarakat 

(baik adat maupun pendatang) dan pemerintah sebagai otoritas pengelola kawasan 

hutan. Hal ini mencakup penggunaan kawasan hutan tanpa izin dari instansi yang 

berwenang, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

 Dalam konteks yang lebih luas, konflik sumber daya alam cenderung 

mengambil bentuk konflik vertikal antara negara dan masyarakat, tetapi juga dapat 

berkembang menjadi konflik horizontal antarkelompok masyarakat, 

antarpemerintah (pusat dan daerah), atau antara masyarakat dan pelaku bisnis. 

Kompleksitas konflik tersebut bergantung pada tingkat klaim, tekanan ekonomi, 

perbedaan kepentingan, serta keberadaan atau ketiadaan mekanisme penyelesaian 

konflik yang adil dan inklusif. 

 Sumber konflik tenurial dalam sektor kehutanan umumnya berasal dari 

tumpang tindih kepentingan antara berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah 

(sebagai stakeholder), dan perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan 

hutan. Sebagian besar konflik yang terjadi berkaitan dengan persoalan penguasaan 

lahan atau konflik tenurial. Menurut Larson (2013), persoalan utama dalam konflik 
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kehutanan berkaitan dengan kejelasan hak akses dan pengelolaan sumber daya. Hal 

ini melibatkan aturan mengenai siapa yang dapat memanfaatkan sumber daya 

hutan, bagaimana cara pemanfaatan dilakukan, jenis sumber daya yang diakses, 

batas waktu pemanfaatan, serta pihak yang berwenang memberikan atau 

mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. 

 Persoalan tenurial hutan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum 

formal, melainkan juga dengan struktur kelembagaan pengelolaan sumber daya dan 

dinamika relasi sosial yang mengatur pemanfaatan lahan serta akses masyarakat 

terhadapnya. Dengan demikian, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: siapa 

yang memiliki hak, atas apa hak tersebut diberikan, bagaimana mekanisme akses 

dan pemanfaatannya, kapan hak itu berlaku, serta dalam kondisi apa hak tersebut 

dapat dialihkan (Larson, 2013). 

 Dalam konteks ini, hak tenurial memiliki dua dimensi utama, yaitu hak de 

jure dan de facto. Hak tenurial secara de jure merupakan hak yang diakui dan 

dilindungi oleh negara melalui sistem hukum formal, seperti sertifikat kepemilikan, 

surat izin pemanfaatan kawasan, serta peraturan perundang-undangan yang 

mendukung. Sebaliknya, hak secara de facto merujuk pada hak-hak yang tidak 

secara formal diakui dalam sistem hukum negara, tetapi eksis dan dihormati dalam 

praktik sosial dan budaya masyarakat. Hak de facto ini sering disebut sebagai hak 

ulayat, yaitu seperangkat aturan dan nilai adat yang diwariskan secara turun-

temurun dan menjadi dasar legitimasi penguasaan serta pengelolaan lahan oleh 

masyarakat adat. Dengan demikian, konflik tenurial seringkali muncul akibat 

ketidaksesuaian atau ketegangan antara sistem hukum formal negara (de jure) dan 

sistem hukum adat atau praktik sosial masyarakat (de facto), yang belum 

sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pengelolaan hutan. 

 Kepemilikan Sumber Daya Hutan dan Tatanan Tenurial secara De Jure 

Secara umum, kepemilikan tanah diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, 

yaitu hak milik umum dan hak milik pribadi. Kepemilikan tanah secara umum 

(publik) umumnya mengacu pada tanah milik negara, baik yang dikelola oleh 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu, tanah milik pribadi 

merujuk pada tanah yang dibebani hak milik perseorangan dan dibuktikan melalui 

dokumen atau surat kepemilikan resmi. 
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 Status kepemilikan ini memiliki kaitan erat dengan hak akses terhadap 

sumber daya hutan. Dalam konteks ini, akses terbuka dipahami sebagai suatu 

kondisi di mana individu atau kelompok memiliki seperangkat hak untuk 

memanfaatkan sumber daya tanpa pengaturan atau pembatasan formal yang ketat. 

Namun, dalam tatanan pengelolaan sumber daya alam, akses terbuka ini sering kali 

dibatasi oleh sistem hukum dan kebijakan tenurial yang berlaku (Larson, 2013). 

Hak atas sumber daya hutan pun bisa bersifat sementara, tergantung pada struktur 

pengelolaan dan kebijakan yang mengaturnya. 

 Tatanan tenurial secara de jure umumnya ditetapkan melalui pembagian hak 

dan tanggung jawab antara berbagai aktor, yaitu masyarakat lokal, pemerintah 

(negara), dan sektor swasta. Namun demikian, struktur ini sering kali kompleks, 

karena terdapat tumpang tindih kewenangan dan interpretasi atas hak yang dimiliki. 

Seperti yang dijelaskan oleh Ojha et al. (2008), terdapat perbedaan yang signifikan 

antara pemahaman hak negara dan hak masyarakat atas sumber daya. Pemisahan 

ini mencerminkan adanya pembagian kekuasaan yang diatur secara formal (de 

jure), namun sering kali tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. 

Salah satu contoh penerapan tatanan tenurial secara de jure dapat dilihat di Nepal, 

yang menerapkan enam model tata kelola hutan, yaitu: 

1. Hutan kemasyarakatan (community forestry), 

2. Hutan pinjam pakai (leasehold forestry), 

3. Hutan kolaboratif (collaborative forest), 

4. Pengelolaan daerah aliran sungai (watershed management), 

5. Kawasan konservasi dan zona penyangga, serta 

6. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam pengelolaan 

hutan. 

 Model-model tersebut menunjukkan kompleksitas dan keragaman bentuk 

tenurial formal yang digunakan untuk mengatur akses dan pengelolaan hutan di 

berbagai konteks sosial-ekologis. 

 Kolase atau keragaman tatanan tenurial ini mencakup hak atas berbagai 

lapisan sumber daya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Berdasarkan 

kerangka yang dijelaskan oleh Larson (2013), regulasi perundang-undangan 

tentang hak tenurial mencakup: 
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 Lapisan bawah seperti tanah, unsur hara, air (hidrologi), mineral, dan minyak 

bumi. 

 Lapisan atas Seperti hak atas kualitas udara dan hak karbon (carbon rights), 

yang menjadi semakin relevan dalam konteks perubahan iklim dan kebijakan 

mitigasi karbon. 

 Dengan demikian, pengelolaan tenurial kehutanan tidak hanya 

mempersoalkan siapa yang memiliki tanah, tetapi juga hak atas berbagai komponen 

ekosistem yang terkandung di dalam dan di atasnya. Hal ini menuntut pendekatan 

regulatif dan institusional yang komprehensif serta kolaboratif antara negara, 

masyarakat, dan pihak swasta untuk mencapai pengelolaan hutan yang adil dan 

berkelanjutan. 

 Hak Ulayat dan Tantangan Tenurial dalam Pengelolaan Hutan, Hak ulayat 

sebagai bentuk tenurial secara de facto memiliki irisan dengan hak de jure, terutama 

dalam aspek seperti hak atas pohon dan penanamannya, yang sering kali 

mengandung berbagai dimensi hukum formal (Larson, 2013). Namun dalam 

praktiknya, implementasi hak tersebut lebih kompleks dibandingkan 

pengelompokan kategoris yang sering digunakan. Hak-hak tersebut umumnya 

merupakan gabungan dari hak-hak yang diatur oleh hukum formal negara, 

sedangkan definisi lokal justru berakar pada sistem hukum tidak tertulis (non-

formal) yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga adat. 

 Meskipun demikian, tidak semua bentuk pengakuan hak atas tanah secara 

de facto dapat sepenuhnya dikaitkan dengan hak ulayat. Dalam beberapa kasus, 

okupasi masyarakat terhadap tanah ulayat sering kali bertentangan dengan legalitas 

formal yang diatur oleh undang-undang. Kelompok masyarakat adat sering kali 

mengklaim bahwa mereka memiliki justifikasi historis dan moral yang lebih kuat 

dibandingkan klaim legal negara, karena mereka telah lebih dahulu menempati dan 

mengelola kawasan tersebut jauh sebelum negara hadir dengan perangkat hukum 

formalnya (Larson, 2013). Masyarakat yang telah lama mengelola dan bergantung 

pada kawasan hutan ini merasa memiliki hak untuk mengelola secara swadaya, 

tanpa intervensi negara maupun kewajiban tunduk pada hukum tertulis (Colfer dan 

Pfund, 2011). 



33 
 

 

 Di sisi lain, kerusakan hutan masih menjadi tantangan besar dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Aktivitas seperti penebangan liar, invasi dan 

pendudukan lahan, serta kebakaran hutan menjadi penyebab utama degradasi hutan. 

Bertambahnya populasi manusia memperparah tekanan terhadap kawasan hutan 

karena meningkatnya kebutuhan akan lahan pertanian dan hortikultura. Dalam 

kondisi demikian, masyarakat yang sebagian besar berada dalam kondisi 

kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, tetap bergantung pada hutan sebagai sumber 

utama mata pencaharian (Puspasari et al., 2017). 

 Menurut Yuslan et al. (2017), meskipun telah terjadi perubahan dalam 

kebijakan dan regulasi pemerintah, konflik antara kepentingan masyarakat dan 

konservasi tetap berlangsung dan tidak mengalami perubahan signifikan selama 

lebih dari empat dekade. Untuk menjembatani ketegangan tersebut, program 

perhutanan sosial menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, 

pengangguran, dan ketimpangan akses terhadap kawasan hutan. Salah satu bentuk 

kebijakan ini adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang memberikan akses legal 

kepada masyarakat lokal untuk mengelola hutan negara (Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, 2016). 

 Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada dasarnya bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pemanfaatan hutan 

yang optimal, adil, dan berkelanjutan, sekaligus tetap menjaga fungsi ekologis 

hutan (Kaskoyo et al., 2017). Namun, seperti ditunjukkan oleh Febryano et al. 

(2015), ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan akses terhadap sumber daya 

telah menyebabkan degradasi hutan dan marjinalisasi masyarakat lokal. Sejalan 

dengan temuan tersebut, Kaskoyo et al. (2014) menekankan bahwa dengan 

memberikan insentif yang tepat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan 

negara dapat ditingkatkan, sehingga potensi konflik dalam pemanfaatan hutan dapat 

diminimalkan. 

 

 

G. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 

 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2012 merupakan upaya untuk memulihkan, 

memelihara, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, 
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produktivitas, dan fungsi sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Salah satu 

bentuk implementasi RHL adalah Restorasi Hutan dan Lahan, yang diposisikan 

sebagai kebijakan prioritas pembangunan kehutanan. Restorasi ini dilaksanakan 

melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), yaitu kegiatan 

rehabilitasi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara terpadu, terutama 

pada daerah aliran sungai (DAS) prioritas (Kementerian Kehutanan, 2009). 

 Kondisi hutan saat ini berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan akibat 

illegal logging, alih fungsi hutan, tekanan penduduk, bencana alam, dan degradasi 

hutan produksi. Penurunan tutupan hutan juga semakin diperparah oleh 

peningkatan luasan semak belukar, pembukaan lahan untuk permukiman, serta 

munculnya lahan terbuka. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi berbasis 

sistem agroforestri yang mampu mengintegrasikan aspek ekologis dan ekonomi 

masyarakat (Rahmandani et al., 2021). Prinsip utama RHL adalah memulihkan 

kondisi hutan dengan cara mengurangi kerusakan, mengantisipasi degradasi lahan, 

dan meningkatkan fungsi ekologis, sehingga keberlanjutan daya dukung serta 

produktivitas kawasan hutan dapat dipertahankan. RHL juga menjadi strategi 

penting dalam memerangi lahan kritis di Indonesia yang pada tahun 2018 tercatat 

mencapai 14 juta hektar, sekaligus menekan laju degradasi hutan dan lahan serta 

erosi tanah yang sangat tinggi, yaitu sekitar 250 ton/km²/tahun (Noormalinda et al., 

2021). 

 Kerusakan hutan dan lahan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh 

perambahan ilegal, penebangan besar-besaran, kebakaran, dan bencana alam, tetapi 

juga diperburuk oleh sistem pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan dan konservasi (Nirawati, 2013). Dengan demikian, 

keberhasilan RHL sangat ditentukan oleh sejauh mana pengelolaan hutan dapat 

berjalan sejalan dengan prinsip kelestarian. Selain aspek teknis, partisipasi 

masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan. RHL 

menekankan keterlibatan masyarakat dalam mengelola lahan garapan sesuai 

dengan prinsip kelestarian, sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi 

tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan. 

 Aktivitas manusia di kawasan lindung, khususnya dalam DAS, dapat 

memberikan dampak ganda: positif dalam hal peningkatan ekonomi lokal, tetapi 
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negatif terhadap fungsi konservasi. Kegiatan seperti pembangunan proyek, industri, 

maupun pertambangan di kawasan hutan harus diimbangi dengan penyediaan lahan 

pengganti serta pelaksanaan penghutanan kembali untuk menekan dampak negatif 

(Wulandari et al., 2019; Yuwono et al., 2018). Alih fungsi kawasan hutan menjadi 

non-hutan memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air 

(Yuwono et al., 2011). Oleh karena itu, upaya restorasi hutan dan lahan dipandang 

sebagai strategi penting untuk menekan laju degradasi ekosistem sekaligus 

mengembalikan fungsi kawasan lindung sebagai penyangga keanekaragaman 

hayati (Tumanggor, 2008 dalam Pambudi et al., 2019). 

 

 

H. Hutan Kemasyarakatan 

 Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen 

LHK) No. 09 Tahun 2021, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan 

lestari yang dilaksanakan pada kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. 

Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 

sebagai pelaku utama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, menjaga 

keseimbangan lingkungan, serta memperkuat dinamika sosial budaya. Bentuk 

skema perhutanan sosial meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), 

Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. 

 Perhutanan sosial dipandang sebagai pendekatan pembangunan hutan yang 

tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi, 

termasuk fungsi perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat. Program ini bertujuan 

memberdayakan masyarakat di dalam maupun sekitar hutan dengan memberikan 

akses legal untuk mengelola sumber daya hutan melalui kegiatan perencanaan, 

penataan, pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian. Menurut Mahardika dan 

Muyani (2021), perhutanan sosial merupakan instrumen legal bagi masyarakat 

sekitar kawasan hutan untuk mencapai kemakmuran. Selain itu, perhutanan sosial 

diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, 

khususnya bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. 

 Pemberian akses kelola perhutanan sosial didasarkan pada kriteria tertentu, 

seperti kondisi kemiskinan, keterbatasan atau ketiadaan lahan, serta lokasi 

permukiman yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, 
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penerima program harus tepat sasaran agar tujuan perhutanan sosial dapat tercapai 

(Mahardika dan Muyani, 2021). Salah satu bentuk implementasi perhutanan sosial 

adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 

No. P.88/Menhut-II/2014, HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan 

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKm termasuk 

dalam tiga skema pengelolaan hutan kolaboratif yang dikembangkan pemerintah 

bersama masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat kemandirian dan kemampuan 

masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara maksimal, adil, dan 

berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga 

kelestarian fungsi hutan (Khaeruddin, 2018). 

 Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah kerja HKm adalah hutan 

produksi dan hutan lindung yang tidak memiliki hak atau izin pemanfaatan 

sebelumnya, serta menjadi sumber penghidupan masyarakat (Ayudanti, 2017). 

Penetapan wilayah kerja HKm dilakukan oleh Menteri yang berwenang di bidang 

kehutanan. Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas 

masyarakat sekaligus memberikan akses legal dalam pengelolaan kawasan hutan 

secara lestari. Program ini berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, 

penanggulangan kemiskinan, serta penyelesaian persoalan sosial. HKm 

memberikan hak pemanfaatan hutan selama 35 tahun kepada masyarakat, dengan 

prinsip pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal, adil, dan berkelanjutan, 

tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan (Santoso, 2011). 

 Kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) hanya dapat dilaksanakan pada 

kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Pemilihan komoditas tanaman 

dalam HKm harus disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kondisi lahan, 

dengan mempertimbangkan: 

1. Faktor fisik/ekologi, 

2. Faktor sosial-ekonomi, dan 

3. Faktor sosial-budaya. 

 Sebagai sebuah konsepsi, HKm berusaha mempertemukan tiga kepentingan 

utama, yaitu: kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumber daya hutan, dan 

kelestarian fungsi hutan. Dengan demikian, HKm diharapkan dapat menjadi 
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alternatif solusi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Purwoko, 2002). 

Menurut Waznah (2006), manfaat HKm dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu: 

1. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan kepastian akses untuk mengelola kawasan hutan lindung. 

b. Menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar hutan. 

c. Menjamin ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan 

rumah tangga maupun pertanian. 

d. Membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan 

pihak-pihak terkait lainnya. 

2. Bagi pemerintah 

a. Mendapatkan dukungan berupa rehabilitasi hutan yang dilakukan 

masyarakat secara swadaya dan swadana. 

b. Kegiatan HKm membantu meningkatkan efektivitas pengawasan hutan. 

c. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat 

d. Meningkatkan keanekaragaman tanaman melalui pola tanam campuran. 

e. Menjaga fungsi ekologis dan hidrologis hutan dengan penerapan teknik 

konservasi lahan. 

f. Melestarikan kekayaan alam berupa flora dan fauna yang telah ada 

sebelumnya. 

 

 

I. Multi Usaha Kehutanan 

 Multiusaha Kehutanan memperoleh landasan hukum yang semakin kuat 

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini secara 

fundamental mengubah sistem perizinan usaha kehutanan. Jika sebelumnya izin 

usaha pemanfaatan hutan diberikan secara parsial sesuai dengan jenis manfaat 

hutan, maka kini diintegrasikan dalam satu sistem Perizinan Berusaha Pemanfaatan 

Hutan (PBPH). Implikasi dari hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya 

menyederhanakan sistem administrasi pengusahaan hutan, tetapi juga merevolusi 

orientasi pemanfaatan hutan. Pemanfaatan yang semula berbasis komoditas tunggal 

kini diarahkan menjadi pemanfaatan komprehensif dan terpadu, berbasis bentang 

lahan dan ekosistem. Transformasi ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis. 
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 Sejumlah alasan yang mendasari pentingnya multiusaha kehutanan antara 

lain: 

a. Nilai ekonomi riil lahan hutan yang masih sangat rendah. 

b. Pasar kayu dari hutan alam yang cenderung menurun. 

c. Perlunya optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan hutan. (Hendroyono, 2021). 

 Nilai hutan yang rendah menjadi faktor utama terjadinya deforestasi dan 

degradasi lahan hutan. Penelitian menunjukkan bahwa nilai riil hutan Indonesia 

hanya sekitar Rp 400 per meter persegi per tahun. Sebaliknya, jika lahan tersebut 

dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit atau kawasan perumahan, nilainya 

dapat melonjak hingga Rp 40.000 per meter persegi. Perbedaan nilai ekonomi yang 

sangat signifikan inilah yang mendorong konversi lahan hutan secara masif. 

Apabila kondisi ini terus berlanjut, keberadaan hutan akan semakin terancam akibat 

eksploitasi yang tidak terkendali (Nurrochmat, 2021). Dalam konteks kebijakan 

nasional, Multiusaha Kehutanan diposisikan sebagai salah satu strategi penting 

dalam pencapaian target Indonesia’s FOLU (Forestry and Other Land Use) Net 

Sink 2030, yakni upaya menekan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan 

lahan serta mengoptimalkan peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim. 

Kegiatan Multiusaha di Kawasan Hutan Lindung :  

a. Kegiatan Multiusaha di Kawasan Hutan Lindung 

 Kegiatan multiusaha pada kawasan Hutan Lindung dapat dilaksanakan 

dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, kelestarian fungsi ekosistem, 

serta keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Secara umum, kegiatan 

yang diperbolehkan mencakup pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa 

lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan Kawasan 

 Kegiatan pemanfaatan kawasan tidak boleh menimbulkan dampak negatif 

terhadap kondisi biofisik maupun sosial-ekonomi masyarakat. 

Kriteria: 

a. Topografi sesuai dengan kondisi tapak. 

b. Tutupan lahan berupa areal tidak berhutan (non-hutan). 

c. Kondisi biofisik mendukung kegiatan usaha, antara lain: 
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- Budidaya tanaman obat 

- Budidaya tanaman hias 

- Budidaya jamur 

- Budidaya lebah 

- Penangkaran satwa liar 

- Budidaya sarang burung walet 

- Rehabilitasi satwa 

- Budidaya hijauan makanan ternak 

- Budidaya buah-buahan dan biji-bijian 

- Budidaya tanaman atsiri 

- Budidaya tanaman nira 

- Budidaya serat 

- Wana mina (silvofishery) 

- Wana ternak (silvopastura) 

- Wana tani (agroforestry) 

- Wana tani ternak (agrosilvopastura). 

d. Memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar. 

e. Berada pada areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).  

 

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan 

 Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan dengan prinsip tidak merusak 

keseimbangan unsur lingkungan serta mendukung produktivitas, biodiversitas, 

perbaikan struktur tegakan hutan, dan perlindungan ekosistem. Prioritas ditentukan 

berdasarkan potensi dan tingkat degradasi kawasan. 

Kriteria: 

a. Topografi sesuai kondisi tapak. 

b. Tutupan lahan dapat berupa areal berhutan maupun tidak berhutan. 

c. Pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon dapat dilakukan di 

kawasan lindung maupun areal budidaya. 

d. Luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana usaha wisata 

alam di Hutan Lindung paling banyak 10% dari luas areal kerja perizinan pada 

blok pemanfaatan. 

e. Kondisi biofisik mendukung kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, seperti :  
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- Pemanfaatan jasa aliran air 

- Pemanfaatan air 

- Wisata alam 

- Perlindungan keanekaragaman hayati 

- Pemulihan lingkungan 

- Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. 

- Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

 Kegiatan pemungutan HHBK hanya diperbolehkan dengan tetap menjaga 

kelestarian sumber daya hutan dan harus melibatkan masyarakat sekitar kawasan 

hutan. 

Kriteria: 

a. Topografi sesuai kondisi tapak. 

b. Tutupan lahan berupa areal berhutan maupun tidak berhutan. 

c. Kegiatan hanya boleh dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. 

d. Kondisi biofisik mendukung pemungutan HHBK, yang meliputi: 

- Rotan 

- Madu 

- Getah 

- Buah atau biji 

- Daun 

- Gaharu 

- Kulit kayu 

- Tanaman obat 

- Umbi-umbian 

- HHBK lainnya. 

 

.



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Girimulyo, Register 38, wilayah kerja 

UPTD KPH Gunung Balak selama satu bulan, yakni pada April 2025. Secara 

geografis, lokasi penelitian berada pada koordinat sekitar 5°19'–5°30' Lintang 

Selatan dan 105°37'–105°47' Bujur Timur. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian Desa Girimulyo Register 38 KPH Gunung 

Balak. 

 

B. Alat dan Objek Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas alat tulis untuk 

pencatatan data, perekam suara untuk mendokumentasikan hasil wawancara, 
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kamera untuk dokumentasi visual, komputer/laptop untuk pengolahan data, serta 

panduan wawancara (kuesioner) sebagai instrumen penelitian. Objek penelitian 

adalah kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada di dalam areal 

kelola UPTD KPH Gunung Balak Register 38. 

 

C. Jenis Data 

 Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

 Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, meliputi: 

a. Koordinat lokasi kelembagaan KTH yang ada di Desa Girimulyo, KPH 

Gunung Balak Register 38. 

b. Identitas responden, mencakup: nama, umur, alamat, pendidikan, pekerjaan 

utama, jumlah tanggungan, jabatan di desa, dan jabatan di kelompok tani. 

c. Pengetahuan responden tentang kelembagaan. 

d. Data kelembagaan kelompok, meliputi: nama kelompok, jumlah anggota, 

susunan pengurus, luas areal kelola kelompok, alamat kelompok tani, dan 

struktur organisasi. 

 

2. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh dari instansi terkait maupun literatur, meliputi: 

a. Profil desa lokasi penelitian. 

b. Data administratif dan teknis dari UPTD KPH Gunung Balak. 

c. Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kelembagaan 

KTH. 

d. Dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, monografi desa, serta data 

statistik yang relevan. 

e. Data keadaan umum lokasi penelitian yang merupakan karakteristik suatu 

kelompok yang meliputi profil desa, keadaan sosial ekonomi masyarakat, 

kondisi fisik dan biologi yang bersumber dari aparat desa maupun pemerintah 

daerah atau provinsi setempat. 
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f. Data kerangka aturan kelembagaan, meliputi: Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ART) kelompok, aturan dalam mengakses sumberdaya 

dan aturan pemberian sanksi. 

g. Data administrasi yang berhubungan dengan kelembagaan dan HKm yang 

berada di UPTD KPH Gunung Balak Register 38 meliputi: RPHJP, RPJPD dan 

MoU. 

 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam 

 Wawancara dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus bertipe 

open-ended, dimana peneliti bertanya kepada informan kunci tidak hanya mengenai 

fakta-fakta suatu peristiwa, tetapi juga opini mereka terhadap peristiwa tersebut. 

Penentuan responden dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu 

pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap 

mengetahui permasalahan yang diteliti. 

Informan kunci dalam penelitian ini antara lain: 

a. Kepala BPDAS Wasesa, 

b. Kepala KPH Gunung Balak, 

c. Kepala Gapoktanhut Agromulyo Lestari, 

d. Ketua Koperasi Agromulyo Lestari, dan 

e. Kepala Desa Girimulyo. 

 Metode purposive sampling diakui sebagai pendekatan yang layak dalam 

menentukan responden penelitian (Leighton et al., 2021; Marcus et al., 2017; 

Naderifar et al., 2017). 

 

2. Observasi Partisipan 

 Observasi partisipan dilakukan dengan cara peneliti tidak hanya berperan 

sebagai pengamat pasif, tetapi juga turut mengambil peran dan berpartisipasi dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, peneliti dapat memahami 

konteks sosial dan dinamika yang terjadi secara lebih mendalam. 
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3. Analisis Dokumen 

 Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai 

dokumen resmi maupun tidak resmi yang relevan dengan penelitian, antara lain: 

surat perjanjian kerja sama, memorandum, pengumuman resmi, agenda kegiatan, 

notulen rapat, laporan kegiatan, proposal administratif, laporan kemajuan, dokumen 

internal kelembagaan, serta penelitian, evaluasi, maupun artikel dan berita dari 

media massa yang terkait. 

 

 

E. Analisis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, 

sehingga metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi 

kelembagaan kelompok tani hutan serta implementasi program Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) di Register 38 UPTD KPH Gunung Balak. 

Analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: 

1. Analisis Pemetaan Konflik dengan Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) 

RaTA merupakan instrumen analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi 

serta menelaah klaim yang saling bersaing di antara aktor-aktor dengan hak, 

kewenangan, dan posisi yang berbeda (Galudra et al., 2008 dan Firdaus, 2014). 

Tahapan dalam RaTA meliputi: 

a. Identifikasi dan pemetaan lokasi potensial terjadinya konflik, 

b. Penentuan dimensi klaim atau sengketa, 

c. Analisis terhadap aktor-aktor yang terlibat, 

d. Penilaian situasi konflik, 

e. Kajian terhadap kebijakan yang berlaku, 

f. Perumusan alternatif kebijakan sebagai opsi penyelesaian. 

 Alur tahapan serta tujuan dari RaTA ditampilkan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Tahapan dan Sasaran Analisis Rata 

Sumber : Galudra, (2013). 

 

2. Analisis Stakeholder 

Untuk memetakan stakeholder pada penilaian Kinerja Perhutanan Sosial 

Skema HKm di Desa Girimulyo Register 38 KPH Gunung Balak dapat 

menggunakan analisis stakeholders.  Pendekatan dan prosedur ini untuk mencapai 

pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor kunci didalam 

sistem, peran dan menilai kepentingan dan didalam sistem tersebut (Suporaharjo, 

2005). Analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan tujuan penelitian. Ada tiga tahapan dalam analisis stakeholder yang 
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mengacu pada Reed et al., (2009) yakni 1) Idetifikasi Aktor, 2) Analisa peran antar 

stakeholder, 3) Kepentingan stakeholder.  

 Identifikasi Aktor merupakan proses yang dilakukan secara berulang hingga 

ditetapkan stakeholder yang benar-benar mengetahui permasalahan (Siregar, 

2011). Identifikasi dilakukan untuk mengetahui stakeholder yang terlibat dalam 

pengelolaan HKm di Desa Girimulyo Register 38 KPH Gunung Balak dengan 

stakeholder yang dipilih melalui pertimbangan yang bersangkutan memiliki 

pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian (Widodo et al., 2018). 

 Identifikasi peran stakeholder pada penelitian ini terbagi menjadi 5 yaitu 

policy creator atau pembuat kebijakan adalah stakeholder yang berperan sebagai 

penentu kebijakan dan pengambil keputusan, koordinator adalah stakeholder yang 

harus mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan stakeholder terkait, 

fasilitator adalah stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang 

dibutuhkan, implementer adalah stakeholder pelaksana kebijakan, akselerator 

adalah stakeholder yang mempercepat program tepat waktu dan sasaran (Nugroho, 

2014).  

 Mengkategorikan stakeholder berdasarkan kepentingan (interest). Besarnya 

kepentingan (interest) dinilai berdasarkan keterlibatan stakeholder dalam 

pengelolaan HKm pasca RHL, ketergantungan stakeholder terhadap pengelolaan 

HKm pasca RHL, program kerja masing-masing stakeholder yang berkaitan 

dengan implementasi pengelolaan HKm pasca RHL, manfaat yang diperoleh 

stakeholder dari pengelolaan HKm pasca RHL, dan besarnya peran yang dimainkan 

stakeholder dalam pengelolaan HKm pasca RHL. 

 Menurut Reed et al., (2009), hasil klasifikasi stakeholder berdasarkan peran 

dan kepentingannya posisi stakeholder terbagi ke dalam empat golongan. Golongan 

dari analisis stakeholders dapat dilihat pada gambar 6. Posisi stakeholder dapat 

dikategorikan sebagai berikut.  

a. Key Players merupakan stakeholder yang memiliki nilai pengaruh dan 

kepentingan tinggi dalam pengelolaan HKm pada aspek sosial, ekologi, 

ekonomi dan kelembagaan. 
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b. Subjek merupakan stakeholder yang memiliki nilai penting tinggi namun 

pengaruhnya rendah dalam pengelolaan HKm pada aspek sosial, ekologi, 

ekonomi dan kelembagaan. 

c. Contex setter merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi namun 

nilai kepentingannya rendah dalam pengelolaan HKm pada aspek sosial, 

ekologi, ekonomi dan kelembagaan. 

d. Crowd merupakan stakeholder yang memiliki nilai penting dan pengaruh 

rendah dalam pengelolaan HKm pada aspek sosial, ekologi, ekonomi dan 

kelembagaan. 

 

 

3. Analisis Deskriptif Kualitatif 

 Data mengenai kinerja Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Hutan 

Kemasyarakatan (HKm) dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana dikemukakan oleh 

Irawan (2006), yang dapat dilihat pada Gambar 6, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data Mentah 

 Tahap awal dilakukan dengan menghimpun data melalui wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, serta penelaahan dokumen. Dalam proses ini 

digunakan berbagai instrumen pendukung seperti tape recorder, kamera, dan 

perlengkapan lainnya untuk memastikan data terdokumentasi dengan baik. 

2. Transkripsi Data 

 Data hasil wawancara maupun catatan lapangan kemudian ditranskrip 

dalam bentuk tulisan. Transkripsi dilakukan secara verbatim, yakni menyalin isi 

data apa adanya tanpa mengubah makna maupun redaksi aslinya. 

3. Pembuatan Koding 

 Selanjutnya, peneliti membaca ulang seluruh data transkrip secara cermat. 

Bagian-bagian yang dianggap penting dicatat, ditandai sebagai kata kunci, lalu 

diberi kode tertentu sebagai dasar untuk tahap analisis berikutnya. 

4. Kategorisasi Data 

 Pada tahap ini, data yang telah diberi kode disederhanakan dengan 

mengelompokkan kata kunci ke dalam kategori tertentu. Misalnya, dari puluhan 
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kata kunci dapat dirumuskan menjadi sejumlah kategori yang lebih terfokus 

sehingga memudahkan interpretasi. 

5.  Penarikan Kesimpulan Sementara 

 Dari hasil kategorisasi, peneliti mulai menyusun kesimpulan sementara. 

Kesimpulan ini sepenuhnya harus bersumber dari data empiris. Apabila peneliti 

ingin memberikan tafsiran atau opini, maka ditulis secara terpisah sebagai 

observer’s comments (OC). 

6. Triangulasi 

 Triangulasi dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian data antar 

sumber. Hasil triangulasi dapat menunjukkan tiga kemungkinan: (1) data dari satu 

sumber konsisten dengan sumber lain, (2) terdapat perbedaan namun masih saling 

melengkapi, atau (3) data saling bertolak belakang sehingga memerlukan 

penelusuran lebih lanjut. 

7. Penarikan Kesimpulan Akhir 

 Kesimpulan akhir disusun setelah peneliti berulang kali melalui tahapan 

satu hingga enam. Kesimpulan dianggap valid apabila data sudah mencapai titik 

jenuh (saturation), yaitu ketika penambahan informasi baru tidak lagi memberikan 

temuan berarti, melainkan hanya menghasilkan pengulangan data (redundancy). 

 

1.     2.          3.        4.  

 

 

 

 

 

5.     6.      7. 

 

 

 

Gambar 6. Proses analisis data implementasi penelitian kualitatif. 

Sumber: Irawan (2006) 
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V. KESIMPULAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kinerja Perhutanan Sosial skema HKm pada aspek sosial penyelesaian konflik 

di Desa Girimulyo berdasarkan analisis stakeholder terdapat dua aktor kunci 

yakni BPDAS WASESA dan Gapoktanhut AML dengan kinerja berdasarkan 

peran, kepentingan dan pengaruh terhadap terhadap penyelesaian konflik yang 

tinggi.  

2. Kinerja Perhutanan Sosial Skema HKm pada aspek ekologi tata kelola kawasan 

hutan di Desa Girimulyo berdasarkan analisis stakeholder terdapat dua aktor 

kunci yakni BPDAS WASESA dan Gapoktanhut AML dengan kinerja 

berdasarkan peran, kepentingan dan pengaruh terhadap terhadap tata kelola 

kawasan yang tinggi.  

3. Kinerja Perhutanan Sosial Skema HKm pada aspek ekonomi tata kelola usaha 

tani di Desa Girimulyo berdasarkan analisis stakeholder terdapat dua aktor 

kunci yakni Koperasi AML dan Gapoktanhut AML dengan kinerja berdasarkan 

peran, kepentingan dan pengaruh terhadap terhadap tata kelola usaha tani yang 

tinggi.  

4. Kinerja Perhutanan Sosial Skema HKm pada aspek tata kelola kelembagaan 

kelompok tani berdasarkan analisis stakeholder terdapat dua aktor kunci yakni 

Gapoktanhut AML dan Koperasi AML dengan kinerja berdasarkan peran, 

kepentingan dan pengaruh terhadap terhadap tata kelola usaha tani yang tinggi.  
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B. Saran dan Rekomendasi 

 Kinerja Perhutanan Sosial dalam skema HKm pada aspek Sosial, Ekonomi, 

Ekologi dan Kelembagaan perlu adanya peningkatan pendampingan oleh UPTD 

KPH Gunung Balak sebagai pemangku kawasan dalam upaya keberlanjutan 

pengelolaan hutan di Desa Girimulyo.  
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